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ABSTRAK

NANI HARLINDA NURDIN. Democratic Governance Dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah (Studi Kasus Musrenbang di Kabupaten Bone) (di
bimbing oleh Sulaiman Asang, Gita Susanti dan Syahribulan).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dan mendeskripsikan
Pilar Regulative dalam perencanaan pembangunan pada pelaksanaan
Musrenbang di Kabupaten Bone, (2) menganalisis dan mendiskripsikan Pilar
Normative dalam perencanaan pembangunan pada pelaksanaan musrenbang di
Kabupaten Bone, (3) menganalisis dan mendiskripsikan Pilar Cultural Cognitive
dalam perencanaan pembangunan pada pelaksanaan musrenbang di
Kabupaten Bone

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat
deskriptif melalui studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dari bulan Desember
2020 sampai Juni 2021 melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menemukan (1) Pilar Regulative dalam perencanaan
pembangunan daerah pada pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Bone belum
terlasana secara demokratis. Hal ini disebabkan karena secara regulative
pembuatan aturan tidak melibatkan pelaku kepentingan dalam hal ini adala actor
masyarakat. Penerapan aturan tidak berjalan secara optimal serta tidak adanya
sanksi baik secara formal maupun administrative, sehingga mengurangi
kepatuhan para actor yang terlibat. (2) Actor yang terlibat sebagian besar telah
bertindak sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, dan institusi
penyelenggara mendapat kepercayaan oleh masyarakat sehingga secara
normative telah terlaksana secara demokratis (3) Pemahaman para actor tentang
perencanaan pembangunan daerah pada pelaksanaan musrenbang di
Kabupaten Bone masih berbeda-beda, dan para actor bertindak belum sesuai
dengan apa yang telah mereka sepakati bersama, sehingga pilar cultural
cognitive belum terlaksana secara demokratis. Disarankan untuk menerapkan
ketiga pilar utama teori institusi tersebut sebagai aspek penting dalam democratic
governance. Sebagai rekomendasi hasil penelitian ini, maka pilar akuntabilitas
publik perlu ditambahkan sebagai aspek yang mendukung terwujudnya
democratic governance dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten
Bone.

Kata Kunci : Democratic Governance, Perencanaan Pembangunan Daerah,
Musrenbang
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ABSTRACT

NANI HARLINDA NURDIN. Democratic Governance in Regional
Development Planning (Case Study of Musrenbang in Bone Regency)
(supervised by Sulaiman Asang, Gita Susanti and Syahribulan).

This study aims to (1)describe and analyse the Regulatory Pillars in
development planning on the implementation of Musrenbang in Bone Regency,
(2) describe and analyse the Normative Pillars in development planning on the
implementation of Musrenbang in Bone Regency, (3) describe and analse the
Cultural Cognitive Pillars in development planning on the implementation of
musrenbang in Bone Regency.

This research method uses a descriptive qualitative approach through
case studies. Data collection was carried out from December to June 2021
through observation, interviews, and documentation. Data analysis uses data
reduction, data presentation, verification, and drawing conclusions

The results of this study found (1) the Regulatory Pillar in regional
development planning in the implementation of the Musrenbang in Bone Regency
has not been implemented democratically. This is because regulatory making
rules do not involve actors of interest in this case are community actors. The
application of the rules does not run optimally and there are no formal or
administrative sanctions, thereby reducing the compliance of the actors involved.
(2) Most of the actors involved have acted in accordance with the standards that
have been set, and the organizing institutions have won the trust of the
community so that normatively it has been implemented democratically (3) The
understanding of the actors about regional development planning in the
implementation of the Musrenbang in Bone Regency is still different. different,
and the actors act not in accordance with what they have mutually agreed upon,
so that the pillars of cultural cognitive have not been implemented democratically.
It is recommended to apply the three main pillars of institutional theory as an
important aspect of democratic governance. As a recommendation from this
research, the pillars of public accountability need to be added as an aspect that
supports the realization of democratic governance in regional development
planning in Bone Regency.

Keywords: Democratic Governance, Regional Development Planning,
Musrenbang
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam tiga dekade terakhir kita menyaksikan reformasi besar-besaran tren
pemerintahan di seluruh dunia. Restrukturisasi kebijakan publik dan administrasi
publik berjalan sangat cepat yang dikemas antara lain sebagai Reinventing
Government atau New Public Management (NPM). Kemudian timbul penolakan
terhadap NPM, lalu muncul tren Collaborative Governance, Network
Governance, Good Governance, Digital Era Governance dan Good Enough
Governance (Mudacumura, 2014). Tren reformasi ini ditandai oleh ideologi
neoliberal, yang mengasumsikan bahwa persaingan pasar bebas lebih baik
daripada intervensi negara dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta
mengoptimalkan kepuasan pelanggan, sehingga kekuatan pasar lebih besar
dibandingkan dengan peran negara.

Begitupun pada tataran new government, dimana bermunculan teori-teori
baru dalam memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh negara utamanya
dalam hal akuntabilitas dan demokrasi. Meskipun demikian teori-teori baru yang
muncul tersebut juga menimbulkan dilema baik bagi teori itu sendiri juga dalam
praktik demokrasi. Sebagian paham neoliberal berpendapat pemerintahan yang
baik sangat bergantung pada bagaimana sebuah negara mempromosikan
tentang efisiensi serta pertempuran terhadap korupsi, serta berusaha

memasukkan berbagai prinsip dan praktik demokrasi pada definisi good



governance yang lebih luas. Sebagian lagi menggunakan teori rational choice
untuk memikirkan kembali demokrasi itu sendiri dan menyarankan bahwa
prinsip-prinsip seperti kebebasan dan pilihan dilayani lebih baik dilaksanakan
oleh mekanisme pasar (Mark Bevir, 2010). Pada akhirnya apapun makna yang
diberikan oleh neoliberal kepada demokrasi, manajemen publik baru lah yang
dijadikan contoh dari pemerintahan yang baik (good governance).

Pada gelombang pertama reformasi telah mengarah ke arah yang efisien
dan pelayanan publik yang lebih responsive sehingga menuntut adanya
transparansi dan legitimasi. Di masa ini menimbulkan berbagai tanggapan antara
pemerintahan dan demokrasi, dimana manfaat yang lebih besar ditimbulkan oleh
demokrasi melalui jaringan dan pasar yang akuntabel serta praktik demokrasi.
Sementara tanggapan lainnya pada mencoba pola kelembagaan baru yang
membuat new government lebih cocok dengan konsep akuntabilitas dan
demokrasi (Mark Bevir, 2010).

Gelombang kedua reformasi juga masih didorong oleh ide-ide efisiensi
tetapi lebih menekankan pada jaringan, kemitraan dan pemerintahan gabungan.
Pada masa ini kekhawatiran tentang “defisit demokrasi” tersebar luas.
Kekhawatiran ini dipicu oleh beberapa kritikus yang berpendapat bahwa
reformasi merusak demokrasi. Dalam pandangan mereka, reformasi
menciptakan sistem pemerintahan yang terlalu kompleks. Bahkan aktor
kebijakan yang perhatian utamanya adalah efisiensi juga terganggu pada

penurunan tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Hal ini ditunjukkan



oleh penurunan dalam legitimasi yang pada akhirnya akan merusak efektivitas
aturan publik.

Ahli teori rational choice kadang-kadang menunjukkan bahwa pasar sama
efektifnya dengan institusi demokrasi. Sedangkan pandangan institutionalism
lebih  memperhatikan jalur pertanggungjawaban formal dan informal dalam
menunjang pemerintahan yang representatif dan bertanggung jawab . Sehingga
dengan demikian isu-isu institusional juga secara bertahap menjadi perhatian
yang lebih besar dan diperbincangkan pada forum-forum diskusi.

Begitu pun pada konsep good governance yang sejak awal dikaitkan
dengan institusi dan nilai-nilai liberal, termasuk aturan hukum, peradilan yang
independen, kekuasaan eksekutif, akuntabilitas, dan juja pluralisme, hak asasi
manusia, serta masyarakat sipil yang kuat. Beberapa lembaga internasional juga
secara eksplisit mengaitkan good governance dengan New Public Management
(NPM), peningkatan penggunaan pasar, persaingan, dan kewirausahaan, serta
manajemen sektor publik.

Democratic Governance merupakan tantangan demokrasi sebagai akibat
new governance. Sejak munculnya Teori New Public Manajemen (NPM) pada
tahun 1980an, pendekatan positivis terhadap politik dan kebijakan telah
mengedepankan kenetralan. Hal ini telah mendorong model pengorganisasian
negara dan administrasi publik. Inti dari model tersebut terletak evaluasi yang

mementahkan pengaruh modernis ilmu sosial, administrasi publik saat ini dan



anjuran untuk fokus pada analisis memulihkan kepercayaan pada institusi yang
demokratis.

Membahas democratic governance tentulah tidak terlepas dari good
governance, dimana konsep mencakup masalah-masalah demokrasi utamanya
di negara-negara sedang berkembang dalam hal kapasitas sipil, legitimasi dan
akuntabilitas. Good governance membutuhkan mandat demokrasi, administrasi
yang lebih efisien dan terbuka serta pasar yang kompetitif baik sektor publik
maupun swasta. Sejalan dengan hal ini beberapa lembaga internasional juga
menekankan supremasi hukum dengan peradilan yang independen dan tidak
berpihak, keadilan serta aparat yang jujur. Disamping itu layanan publik yang
kompeten yang ditandai dengan garis akuntabilitas yang jelas dan transparan
serta pengambilan keputusan yang responsive dan berdasarkan konsensus.
Penekanannya juga pada pentingnya masyarakat sipil yang kuat yang ditandai
oleh adanya kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, serta penghormatan
terhadap hak-hak sipil politik warganya.

Democratic governance merupakan konsep yang pendefinisiannya
seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah “good governance”
dengan prinsip-prinsipnya seperti supremasi hukum, partisipasi masyarakat,
akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, efektifitas, dan pemberian layanan
yang adil (Agere, 2000). Namun tinjauan yang lebih komprehensif tentang
democratic governance ini ditawarkan oleh Mark Bevir dalam bukunya yang
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lebih filosofis tentang bagaimana warisan ilmu sosial modernis menata kembali
konsep democratic governance yang dianggap sebagai re-konseptualisasi
governance, dimana prinsip dan strateginya dianggap menimbulkan ancaman
terhadap kaidah-kaidah demokrasi. Oleh karena itu, konotasi “democratic
governance” pada tataran operasional perlu disederhanakan untuk mengkaji
dampak model neoliberal pada kebijakan dan administrasi publik untuk
pemerintahan yang demokratis.

Kajian tersebut diatas mencermati dimensi utama democratic governance,
yakni :pertama, democratic governance harus menunjukkan “demokrasi di dalam
governance,” dengan adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam mengatur
organisasi dan manajemen, seperti keadilan, kesempatan yang sama,
transparansi, partisipasi, dan hak-hak karyawan dalam proses rekruitmen,
seleksi, promosi, kompensasi, dan hubungan karyawan. Kedua, democratic
governance harus menunjukkan “governance untuk demokrasi’, bahwa public
governance harus dirancang sedemikian untuk menunjang prasyarat democratic
governance, termasuk kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, kebebasan pers,
hak untuk berserikat, dan hak atas kebutuhan sosial ekonomi (Haque, 2014).

Berkaitan dengan peningkatan demokrasi dalam tujuannya membentuk
penyelenggaraan negara yang demokratis, konsep good governance kemudian
dirasakan tidak cukup lagi dalam menjembatani kebutuhan untuk
menumbuhkembangkan iklim demokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan,

padahal pada hakikatnya term governance merupakan ekspresi akan kebutuhan



sistem dalam administrasi publik modern sehingga pada akhirnya, kebutuhan
akan interaksi dari seluruh pemangku kepentingan yang memungkinkan
mengakomodir seluruh keinginan, kebutuhan serta kepentingan warga secara
berkualitas memunculkan serangkaian isu mengenai public governance yang
lebih demokratis. Sehingga menimbulkan pemikiran bahwa new government
lebih cocok dengan konsep akuntabilitas dan demokrasi.

Dalam kaitannya dengan Administrasi Publik, demokrasi merupakan
substansi dari konsep dan pelaksanaan administrasi publik modern. Artinya
demokrasi merupakan ruh pembentuk peran negara. Peran yang termanifestasi
melalui birokrasinya sebagai instrumen dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dan kebijakan publik yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan publik
(Gawthrop, 2002). Warga negara dan pejabat publik diharapkan bekerja
bersama-sama untuk menentukan dan menyelesaikan masalah bersama dalam
suatu cara yang sifatnya kooperatif dan menguntungkan kedua belah pihak
(Denhardt & Denhardt, 2007). Dari kedua statement diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa kualitas demokrasi secara langsung juga berdampak pada
fundamental penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa ide-ide demokrasi yang erat kaitannya dengan teori-teori new
government menurut Bevir dapat dilihat dari dua perspektif yakni Rational Choice
dan Institutionalism. Kedua perspektif ini melihat basis demokrasi tersebut
sebagai perwakilan. Meskipun demikian perspektif rational choice sedikit

memiliki perbedaan dengan, kerangka institusional.. Institusionalisme melihat



demokrasi dari perspektif komunitas/komunitarian, inklusivitas sosial dan
akuntabilitas berjejaring dibandingkan pendekatan rational choice yang
mengedepankan pencapaian sistem untuk mengartikulasikan kepentingan
individu pada dorongan konsumerisme tanpa terikat pada ekspresi mayoritas
serta menitikberatkan segi akuntabilitas pada performa birokrasi. Singkatnya,
rational choice menuntut pada capaian kinerja birokrasi dalam merealisasikan
demokrasi, sementara institusionalism melihat nilai demokrasi sebagai sesuatu
yang tumbuh dan berkembang dari dalam institusi sosial itu sendiri.

Berdasarkan perbedaan kedua perspektif tersebut diatas, pendekatan
institusionalisme dipandang lebih relevan dalam melihat konteks democratic
governance dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang
menerapkan nilai-nilai demokrasi. Institusionalisme merupakan pendekatan baru
yang dianggap relevan untuk menganalisa praktek-praktek good governance
organisasi publik secara umum, begitu juga pada fenomena perencanaan
pembangunan daerah yang pada prosesnya menekankan pada penerapan
prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan mengemukakan pendapat,
partisipasi aktif masyarakat dan pemenuhan hak-hak individu seperti kebutuhan
dasar, sosial dan ekonomi.

Dari berbagai literatur mengenai teori institusi, penulis memandang yang
paling relevan dengan fenomena penelitian mengenai perencanaan
pembangunan adalah teori institusi yang dikemukakan oleh Scott (2014). Teori

ini menjelaskan perlunya dimensi regulatif, normatif dan kultural kognitif dalam



menganalisa fenomena good governance organisasi publik yang menekankan
pada prinsip demokrasi yang dikenal dengan istilah democratic governance.

Pendekatan institusional ini mendominasi studi tentang negara,
pemerintah, administrasi publik, dan politik dan berfokus pada aturan, prosedur,
dan organisasi formal, termasuk konstitusi, sistem pemilu, dan partai politik.
Penekanan pada pendekatan institusional ini terletak pada aturan formal yang
mengatur lembaga-lembaga serta perilaku aktor didalam lembaga tersebut.
Meskipun demikian, teori rational choice dan beberapa teori lainnya juga
berusaha untuk menjelaskan tindakan sosial dengan referensi yang relatif sedikit
untuk pengaturan kelembagaan tertentu, namun institusionalis baru
mempertahankan fokus pada aturan, prosedur, dan organisasi. Selanjutnya,
Institusional baru mengadopsi konsep kelembagaan yang lebih luas yakni
meliputi norma, kebiasaan, dan adat istiadat budaya, dimana di sampingnya ada
aturan formal, prosedur, dan organisasi.

Lebih lanjut menurut (Scott, 2014) institusi akan mempengaruhi perilaku
dan pandangan yang dimiliki oleh para pelaku dalam organisasi secara
individual. Namun para pelaku juga mempengaruhi institusi dengan cara
membuat atau melakukan transformasi pada institusi yang telah ada menjadi
bentuk institusi baru. Dengan demikian institusi memberikan pilihan-pilihan
tindakan yang merupakan batasan yang harus dihadapi pelaku dalam
pengambilan keputusan. Sebagai sebuah format timbal balik inilah

institusionalisme baru menjadi salah satu yang paling berpengaruh pada konsep



democratic governance. Jadi pada prinsipnya institusionalisme baru menerima
pernyataan neoliberalis yang mengkritik tidak efektifnya institusi klasik dalam
menjawab masalah kontemporer, namun disisi lain menolak pelepasan ke dalam
mekanisme pasar, dan menawarkan alternatif pembentukan jaringan aktor dalam
pengaturan kelembagaannya. Sifat institusionalisme baru ini kemudian relevan
dengan nilai yang dibentuk oleh democratic governance yang bertumpu pada
semangat komunitarian dan penyelenggaraan negara yang inklusif.

Selanjutnya menurut Scott, proses institusionalisasi terjadi karena adanya
3 (tiga) elemen penting, yakni: a) regulative pillar, b) normative pillar dan c)
cultural-cognitive pillar. Sebagai salah satu elemen penting dalam institusi,
regulative pillar digunakan untuk membatasi dan mengatur perilaku anggota
dalam suatu organisasi atau komunitas. Pilar ini menunjukkan apa yang boleh
dan tidak seharusnya dilakukan oleh anggota organisasi. Namun dalam konteks
democratic governance tidak menekankan pada regulasi secara formal, karena
pilar regulasi dirancang secara bersama dan tidak berorientasi pada penerapan
hukuman. Perubahan ini terjadi karena Institusionalis telah menanggapi isu-isu
demokrasi yang diangkat dalam pemerintahan dengan mencoba memperluas
konsep legitimasi untuk mencakup efektivitas, akuntabilitas, demokrasi dan
inklusi sosial (Mark Bevir, 2010).

Elemen penting kedua adalah normative pillar. Pilar ini meliputi nilai dan
norma dimana mekanisme normative yang dibangun dalam organisasi

merupakan mekanisme yang dibangun dan disepakati bersama. Organisasi yang



demokratis memiliki nilai yang mungkin tidak atau sulit dicapai oleh organisasi
secara individual. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas kepentingan para
pemangku kepentingan suatu kebijakan dalam pembangunan. Dalam democratic
governance kompleksitas kepentingan dieliminir oleh konsensus diantara
mereka, karena mereka ada dalam organisasi untuk menyelesaikan masalah dan
memenuhi kebutuhan bersama. Pandangan ini menekankan pentingnya
masyarakat sipil yang kuat dalam mengamankan bentuk akuntabilitas
berdasarkan pengawasan publik. Kelompok sukarelawan, media, dan warga
yang aktif memantau institusi dan keputusan untuk memastikan bahwa institusi
telah cukup adil dan inklusif. Dengan kemampuan untuk mempertanyakan
kredibilitas organisasi, masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam
proses pembuatan kebijakan.

Elemen penting ketiga adalah cultural-cognitive pillar, yang meliputi
common beliefs and shared logic of action. Pilar ini menunjukkan bahwa
democratic governance memerlukan common beliefs and shared logic of action
bagi semua pemangku kepentingan dalam  merencanakan dan
mengimplementasikan suatu kebijakan dalam program pembangunan. Hal ini
penting karena organisasi ini memiliki pemangku kepentingan yang bervariasi
dengan masalah yang kompleks.

Perencanaan pembangunan sebagai fenomena democratic governance
dalam penyelenggaraan pemerintahan identik dengan partisipasi masyarakat.

Dalam hal ini, bagaimana partisipasi masyarakat tersebut dapat dimanfaatkan
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seoptimal mungkin dalam proses perencanaan. Pemanfaatan partisipasi
masyarakat ini dilakukan dengan penjaringan aspirasi masyarakat dalam bentuk
pertemuan, diskusi, dan seminar untuk mendapatkan pandangan masyarakat
tentang visi misi pembangunan yang diinginkan. Setelah adanya rancangan awal
perencanaan pembangunan yang telah disusun, aspirasi masyarakat ini dapat
pula diserap melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrenbang ini dilakukan
secara bertingkat mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten kota dan
provinsi. Perencanan pembangunan juga merupakan manifestasi dari adanya
akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, anti korupsi serta partisipasi dan
desentralisasi (Santiso, 2001). Namun demikian, hal tersebut belum sepenuhnya
terpenuhi dalam proses pembuatan perencanaan pembangunan daerah. Proses
perencanaan pembangunan daerah bukan lagi sebatas pada aspek kualitas
ataupun kuantitas partisipasi masyarakat semata, melainkan mencakup seluruh
unsur-unsur dan penekanan-penekanan dari pemerintah yang demokratis.
Selain unsur-unsur yang telah disebutkan oleh Santiso, penekanan pada
pluralisme kebijakan, reformasi negara dan penghargaan atas hak-hak asasi
manusia merupakan tambahan penekanan yang dikemukakan oleh Brinkerhof